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Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

rahmat dan karunia-Nya kerangka “Penjelasan/ Keterangan Rancangan Peraturan
Wali Kota Surakarta tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
Daerah untuk Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah”
ini dapat diselesaikan dengan baik.
Kerangka Penjelasan/ Keterangan ini disusun untuk memberikan pemahaman
mengenai latar belakang, tujuan, serta manfaat pemberian Bantuan Operasional
Satuan Pendidikan Daerah untuk Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan
Pemerintah Daerah (BOSPDA) dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.
Program BOSPDA merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap
kebijakan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta sebagai pelengkap
dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah
pusat.

Melalui BOSPDA, diharapkan sekolah dapat memenuhi kebutuhan operasional
secara optimal, meningkatkan mutu pembelajaran, serta meringankan beban biaya
pendidikan bagi orang tua atau wali peserta didik. Dengan demikian, tujuan
pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai.

Kami menyadari bahwa kerangka penjelasan/ keterangan ini masih memiliki
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan
demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga kerangka ini dapat memberikan
manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia
pendidikan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Surakarta, A Februari 2026
Kepala Dinas Pendidikan
¥ Kota Surakarta
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A.

B.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemberian bantuan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah untuk
Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah (BOSPDA)
tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pendidikan nasional seperti Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan program Bantuan
Operasional Sekolah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka
untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan yang meliputi pengembangan
kegiatan pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan

prasarana, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Identifikasi Masalah

1. Belum Adanya Dasar Hukum Teknis yang Spesifik
Meskipun kebijakan pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun tanpa
Peraturan Wali Kota (Perwali), pelaksanaan BOSPDA di tingkat kota belum
memiliki pedoman teknis yang rinci dan mengikat.

2. Ketidakjelasan Mekanisme Penyaluran
Prosedur pencairan, jadwal penyaluran, serta persyaratan administrasi dapat
berbeda-beda dan berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat sekolah
apabila tidak ada Perwali yang mengatur tentang BOSPDA.

3. Potensi Penyalahgunaan Anggaran
Tidak adanya aturan teknis yang jelas dapat membuka peluang terjadinya
penyimpangan penggunaan dana karena kurangnya batasan dan
pengawasan yang terstruktur.

4. Kurangnya Kepastian Komponen Penggunaan Dana
Sekolah membutuhkan kejelasan mengenai komponen apa saja yang boleh
dan tidak boleh dibiayai oleh BOSPDA agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaporan dan pertanggungjawaban.



Belum Optimalnya Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Perwali diperlukan untuk mengatur mekanisme pemantuan, evaluasi, serta
sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan dana BOSPDA.
Perlunya Standardisasi Besaran dan Perhitungan Dana

Tanpa regulasi yang jelas, besaran bantuan per siswa atau per sekolah dapat
mengalami ketidakseragaman dan menimbulkan ketimpangan antarsatuan
pendidikan.

Mendukung Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Perwali dapat menjadi instrumen hukum untuk memastikan pengelolaan dana
BOSPDA berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance).

. Tujuan Penyusunan
1.

Memberikan Kepastian Hukum

Menyediakan dasar hukum yang jelas dan mengikat dalam pelaksanaan
BOSPDA di tingkat daerah, sebagai tindak lanjut kebijakan pendidikan
nasional seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

Mengatur Mekanisme Penyaluran Dana

Menetapkan tata cara pengalokasian, penyaluran, pencairan, dan pelaporan
dana BOSPDA agar berjalan tertib, efektif, dan tepat waktu.

Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas

Mengatur sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban dana agar
penggunaan BOSPDA dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan sesuai
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menyeragamkan Komponen Penggunaan Dana

Memberikan pedoman yang jelas mengenai jenis kegiatan dan kebutuhan
sekolah yg dapat dibiayai melalui BOSPDA.

Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran
Memastikan dana yang bersumber dari APBD digunakan secara tepat sasaran
untuk mendukung operasional dan peningkatan mutu pendidikan.
Mendukung Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional sehingga proses

pembelajaran berjalan optimal dan akses pendidikan semakin merata.



7. Memperkuat Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Mengatur mekanisme pemantauan, evaluasi, serta sanksi apabila terjadi

pelanggaran dalam pengelolaan dana BOSPDA.

D. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah—
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia 1950 Nomor 451);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang — Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);



BAB I
POKOK PIKIRAN

Dana BOSPDA bersumber dari APBD, sehingga pengelolaannya harus sesuai
prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab. BOSPDA dimaksudkan untuk melengkapi program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, guna membantu sekolah
memenuhi kebutuhan operasional serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Untuk menghindari multitafsir dalam penyaluran dan penggunaan dana, diperlukan
regulasi teknis yang mengatur mekanisme pengalokasian, penyaluran, penggunaan,
pelaporan, dan pengawasan dana BOSPDA.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
kepala daerah berwenang menetapkan peraturan untuk melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk bidang pendidikan.
Perwali diperlukan untuk menyeragamkan prosedur administrasi, jadwal penyaluran,
komponen pembiayaan, serta sistem pelaporan agar tidak terjadi perbedaan
perlakuan antar sekolah. Pengaturan melalui Perwali akan memuat mekanisme
pemantauan, evaluasi, dan sanksi untuk mencegah penyimpangan serta memastikan

dana digunakan tepat sasaran .



BAB Il
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1.

Sasaran

Sasaran yang menjadi pokok permasalahan yang akan diatur dengan Perwali
tentang BOSPDA antara lain:

a.

Ketentuan Umum

Mengatur tentang definisi istilah yang disebutkan/ dimaksudkan dalam
Perwali.

Maksud dan Tujuan

Mengatur tentang maksud dan tujuan diberikannya BOSPDA pada
Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
Peruntukan BOSPDA

Mengatur tentang jenis dan jenjang Satuan Pendidikan Dasar yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah yang diberikan BOSPDA dan jenis
belanja yang dibiayai dengan BOSPDA.

Alokasi BOSPDA

Mengatur tentang jumlah alokasi BOSPDA pada setiap jenis Satuan
Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
Mekanisme Pengelolaan BOSPDA

Mengatur tentang sumber anggaran BOSPDA, kewajiban BOSPDA bagi
Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah,
serta larangan dan sanksi terkait pungutan biaya satuan pendidikan
kepada masyarakat.

Pembinaan dan Pengawasan BOSPDA

Mengatur tentang unsur/ pihak yang berwenang melaksanakan
pembinaan dan pengawasan BOSPDA.

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup



2. Jangkauan

Jangkauan terkait pihak-pihak yang akan terdampak dengan Perwali tentang
BOSPDA meliputi:

a.

Satuan Pendidikan

Seluruh Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Pemerintah
Daerah.

Pemerintah Daerah

Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan pengelolaan
keuangan daerah sebagai pelaksana penganggaran, penyaluran, dan
pengawasan dana BOSPDA.

Peserta Didik dan Orang Tua/Wali

Untuk menjamin keringanan beban biaya pendidikan dan peningkatan
mutu layanan pembelajaran.

Pemangku Kepentingan Pendidikan

Termasuk kepala sekolah, bendahara BOSPDA, komite sekolah, serta

pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dana.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan terkait keadaan yang ingin dicapai dengan norma yang ada

dalam Perwali tentang BOSDA antara lain:

a.

Memberikan Kepastian Hukum

Sebagai tindak lanjut kebijakan pendidikan nasional sesuai Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Mewujudkan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

Pengelolaan dana BOSPDA harus sesuai prinsip tertib, efisien, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab.

Mendukung Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan

Melengkapi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari
pemerintah pusat.

Menjamin Efektivitas dan Ketepatan Sasaran

Dana BOSPDA digunakan sesuai kebutuhan riil sekolah untuk menunjang

proses pembelajaran.



e. Mendorong Harmonisasi Kebijakan Daerah
Agar kebijakan pendanaan pendidikan di daerah selaras dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional.

B. Ruang Lingkup Materi
1. Ketentuan Umum
Maksud dan Tujuan
Peruntukan BOSPDA
Alokasi BOSPDA
Mekanisme Pengelolaan BOSPDA
Pembinaan dan Pengawasan BOSPDA

Ketentuan Peralihan
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Ketentuan Penutup



BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Perwali tentang BOSPDA sangat penting sebagai dasar
hukum dan pedoman teknis dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional
Satuan Pendidikan Daerah untuk Satuan Pendidikan Dasar yang
Diselenggarakan Pemerintah Daerah (BOSPDA) yang bersumber dari APBD.
Perwali memberikan kepastian aturan terkait mekanisme penyaluran,
penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dana BOSPDA agar
berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dengan adanya Perwali, Pemerintah Daerah memiliki instrumen yang jelas
untuk memastikan dana BOSPDA mendukung peningkatan mutu pendidikan,
pemerataan akses, dan meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik.
Selain itu, Perwali juga meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran karena
setiap proses telah diatur secara rinci. Oleh karena itu, Perwali tentang BOSPDA
bukan hanya dokumen administratif, tetapi menjadi landasan strategis dalam
mendukung tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab di
tingkat daerah. Adapun Perwali tentang BOSPDA diusulkan untuk ditetapkan

dalam periode Triwulan | Tahun 2026.

B. Saran

1. Disusun secara partisipatif dan transparan
Dalam penyusunannya, Pemerintah Daerah sebaiknya melibatkan dinas
pendidikan, kepala sekolah, komite sekolah, serta unsur pengawas agar
Perwali yang dihasilkan sesuai kebutuhan riil di lapangan.

2. Memuat petunjuk teknis yang jelas dan rinci
Perwali tentang BOSPDA perlu mengatur secara detail mekanisme
penyaluran, penggunaan, pelaporan, serta pengawasan dana agar tidak

menimbulkan multitafsir dan memudahkan pelaksanaan.



3. Menyesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi
Perwali harus selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan daerah dan pendidikan agar memiliki kekuatan hukum yang kuat
dan tidak bertentangan dengan aturan nasional.

4. Mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi
Perlu adanya sistem pelaporan dan evaluasi berkala untuk memastikan dana
BOSPDA digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

5. Melakukan evaluasi dan pembaruan secara berkala
Perwali tentang BOSPDA sebaiknya ditinjau secara periodik agar tetap

relevan dengan perkembangan kebijakan pendidikan dan kebutuhan sekolah.

Dengan saran-saran tersebut, penyusunan Perwali tentang BOSPDA diharapkan
dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mendukung peningkatan mutu

pendidikan dan tata kelola keuangan daerah yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah—-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan.
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